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ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP

PELAKU PERJUDIAN ONLINE WONG QQ
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)
OLEH:

TRI BUDI W.M PARDOSI
188400012
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti pedang bermata dua,
selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan ternyata dapat menjadi sarana
untuk melakukan perjudian online. Hadirnya perjudian online dari perkembangan
teknologi yang negatif yang ditandai dengan banyaknya situs atau website yang
salah satunya ialah website “Wong (QQ", pada kasus perjudian online dari
pemanfaatan website “Wong QQ" telah diproses hukum dan diputus berdasarkan
Putusan Nomor: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn. Rumusan masalah dalam penelitian
ini, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi online
Wong QQ berdasarkan putusan nomor 1564/pid.B/2021/PN.Mdn, dan bagaimana
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku judi online Wong
QQ berdasarkan putusan nomor 1564/pid.B/2021/PN.Mdn. Metode penelitian
skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bahan hukum primer,
sekunder dan bahan hukum tersier, dengan sifat penelitian preskriptif dan
menggunakan teknik pengumpulan data melakukan penelitian kepustakaan
(Library Research) dan lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil penelitian,
bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian online Wong QQ
dinilai dari unsur kesalahan dengan kesengajaan yang dianggap telah terpenuhi
dan tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar. Pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi kepada pelaku, hakim memperhatikan fakta dipersidangan
bahwa pelaku telah terbukti melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka
telah patut dan adil pelaku dihukum pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perjudian, Wong Q0.
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ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY TOWARDWONG QQ ONLINE GAMBLING
CRIMINALS
(ANALYSIS OF DECISION NUMBER: 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn)
BY:
TRI BUDI W.M PARDOSI
188400012
Law Department of University of Medan Area

The existence and use of the internet today are like a double-edged
sword.It did not only provide benefit for welfare, but also can be a means to do
online gambling. The existence of online gambling of negative technological
developments is marked by the number of sites or websites, such as the "Wong
QQ" website. Online gambling from the "Wong QQ" website has been legally
processed and decided based on Decision Number: 1564/Pid.B /2021/PN.Mdn.
The problems in this study were: how a criminal liability towardWong QQ online
gambling criminals was based on decision number 1564/pid.B/2021/PN.Mdn and
how the judge's consideration in imposing sanctions on Wong QQ online
gambling criminals was based on decision number 1564/pid.B/2021/PN.Mdn. The
research method of this study used normative juridical research, primary,
secondary, and tertiary legal materials, with prescriptive nature of research, and
used data collection techniques to conduct library and field research. Based on the
results, criminal liability toward Wong QQ online gambling criminals was
regarded from the element of intentional error considered fulfilled, and there was
no excuse for forgiveness or justification. The judge's consideration in imposing
sanctions on the perpetrators, by paying attention to the fact in court that the
perpetrator had been proven to have violated Article 303 paragraph (1) 1 of the
Criminal Code. Thus the perpetrator was sentenced to imprisonment for one year
and three months.

Keywords  : Criminal Liability, Gambling, Wong QQ.
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BABI

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 1
ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara indonesia
adalah negara hukum yang mengatakan bahwa segala tatanan kehidupan
berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan atas dasar hukum.'

Menurut SM Amin, S.H. dalam buku “Bertamasya ke alam Hukum™
bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan
sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu untuk mengadakan ketatatertiban
dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga.

Lebih lanjut, menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono
Sastropranoto, S.H. Dalam buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran
Hukum Indonesia telah diberikan definisi hukum seperti berikut: hukum itu
adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku
manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang
berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibatkan
diambilnya tindakan, yaitu menggunakan hukuman tertentu.””

Tata hukum dalam bahasa Belandanya disebut “recht orde”, yaitu
susunan aturan. dengan demikian tata hukum merupakan susunan aturan yang

terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang

! Undang-Undang Dasar 1945 pasal | ayat 3
*Tami Rusli, Pengantar limu Hukum, (Lampung:Universitas Bandar Lampung (UBL)
Press, 2017) hal.11
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mudah menemukannya Jika suatu waktu dia membutuhkannya untuk
menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata atau susunan
itu pelaksanaannya berlangsung selama terdapat pergaulan hidup manusia yang
berkembang. tata aturan yang sah dan berlaku di waktu tertentu di negara tertentu
disebut hukum positif (ius constitutum). Sedangkan tata aturan yang diperlukan
berlaku di waktu yang akan datang dinamakan ius constituendum yang
disesuaikan dengan kebutuhan warga yang senantiasa terus berkembang.?

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk
teknologi, media, dan informasi (telematika) secara global telah membawa
dampak pada perubahan cara pikir serta cara masyarakat untuk melakukan
berbagai kegiatan dan aktivitas yang berorientasi pada aspek kemudahan serta
kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Pesatnya perkembangan felematika
di Indonesia ditandai dengan meningkatnya kepemilikan personal komputer,
pengguna internet dan handphone.*

Telematika adalah, Kata “telematika” berasal dari bahasa Perancis, yaitu
telema-tique. Istilah ini banyak digunakan di Eropa (kemudian juga di dunia)
untuk memperlihatkan berpadunya jaringan komunikasi, media, dan teknologi
informasi.” Sebelumnya jaringan komunikasi adalah teknologi yang berkaitan
dengan setiap pemancar, pengirim, dan atau penerima setiap informasi dalam
bentuk tanda-tanda, kemudian media ialah yang meliputi multimedia, media
cetak, media elektronik dan media film, sedangkan teknologi informasi

merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada,2015) hal. 4-5
*Sugeng, Hukum Telematika Indonesia,(Jakarta:Prenadamedia Grup,2020) hal. 2-3
SIbid hal. 6
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pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan surat elektronik.® Dalam
perkembangan selanjutnya dalam praktik, istilah telematika diartikan sebagai
telekomunikasi dan informasi yang merupakan perpaduan antara komputer dan
komunikasi.’

Sebagai makhluk sosial, manusia diberikan kemampuan berkomunikasi
untuk berhubungan dengan sesamanya, sejak dari zaman prasejarah hingga era
teknologi informasi modern seperti saat ini.® Perubahan-perubahan di masyarakat
di dunia dewasa ini, merupakan tanda-tanda normal yang pengaruhnya menjalar
dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia, diantaranya berkat adanya
komunikasi terbaru. Perubahan-perubahan di dalam bisa mempengaruhi nilai-nilai
sosial, pola-pola perilaku, kaidah-kaidah sosial, hubungan sosial dan lain
sebagainya.’

Perubahan karakter sosial serta budaya masyarakat sebagai dampak
perkembangan teknologi, media, dan informasi (telematika ) tentunya ialah fakta
yang tak bisa dihindarkan. Perubahan karakter tersebut mengantarkan masyarakat
pada pola “pengingkaran hakikat kemanusiaan” menjadi makhluk ilahi yang
berakal. Dampaknya bisa dilihat pada masyarakat yang semakin tidak terkendali
sampai menyentuh titik kriminalisasi yang berasal dari apa yang diperoleh atas

perkembangan telematika tersebut.'’

Pada awalnya, pemanfaatan internet
digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-

hari, seperti: e-commerce (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), e-

SIbid hal. 10-12

"™askun, Kejahatan Siber (Cyber Crime),(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, , 2021)
hal.1

“Sugeng, Op.Cit , hal .19

“Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
hal 99-100

WMaskun, Op.Cit, hal, 10
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banking (aktivitas perbankan melalui internet), e-government (aktivitas pelayanan
pemerintahan melalui internet), dan e-learning (aktivitas pembelajaran melalui
internet).

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti “Pedang bermata
dua”, selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan
peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai
perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan).!' Kemajuan
teknologi informasi (internet) serta segala bentuk manfaat di dalamnya membawa
dampak negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk
melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang
terjadi pada (cyber space) inilah yang kemudian dikenal dengan cyber crime atau
pada literatur lain dipergunakan kata computer crime, cyber space dipandang
menjadi sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer, pada hal ini, cyber
space dianggap menjadi sebuah realitas baru pada kehidupan manusia yang dalam
bahasa sehari-hari dikenal menggunakan internet.

Pengertian computer crime diatas bisa dirumuskan bahwa computer crime
merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan menggunakan personal
komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik buat memperoleh
laba ataupun tidak, dengan menggunakan merugikan pihak lain.Sebelum
menjelaskan lebih jauh tentang pengertian kejahatan relematika, maka dianggap
perlu untuk menyatukan pendapat kita apa yang dimaksud dengan menggunakan
kejahatan telematika. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa apa yang disebut

dengan kejahatan telematika (konvergensi), itu pula yang disebut dengan

"Sugeng, Op.Cit , hal .83
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kejahatan cyber. Hal ini didasari argumentasi bahwa cyber crime adalah kegiatan
yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem
telekomunikasi baik itu dial up system, memakai jalur telepon, atau wireless
system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.

Konvergensi antara komputer dan sistem felekomunikasi sebagaimana di
atas yang disebut dengan telematika maka kejahatan telematika adalah cyber
crime (siber). Kontroversi pengistilahan di atas, tidaklah harus “menjebak™ kita
dalam perdebatan istilah yang akan digunakan. Oleh karena itu, dengan alasan
konsistensi pemaparan tulisan ini, maka penulis memilih untuk menggunakan
cyber crime sebagai untuk menggambarkan kejahatan relematika dalam
pembahasan ini sebagaimana mayoritas kepustakaan menggunakannya.'?

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku
menyimpang terhadap norma sosial dan norma hukum yang dapat menimbulkan
gangguan ketertiban sosial dalam masyarakat, menurut Soerjono Soekanto
“perilaku menyimpang disebut sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial.
Adapun penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah
laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma umum, adat istiadat, dan
hukum formil”.!* Sedangkan kejahatan menurut sudut pandang hukum adalah
“setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu
perbuatan jika tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan

itu tidak dianggap sebagai perbuatan kejahatan™ !4

*Maskun, Op.Cit, hal,45-48

5Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial, (Bandung: Pustaka Setia,
2016) hal.38

“Ibid hal. 78
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Salah satu kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan yang
berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi salah satunya ialah
perjudian online atau online gambling yang dimana seiring perkembangan
teknologi permainan judi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Pada
hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma
agama, kesusilaan, dan norma hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan
kehidupan masyarakat, dan negara. Didalam hukum positif Indonesia tindak
pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE."”

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang berbunyi
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau
mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan
atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian™.'®

Bahwa perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan pasal 303 KUHP
yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau
pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa
dengan tidak berhak: dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja

turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.'” Serta dalam Undang-Undang

SMuhammad Fajrul Falah Dan Samuel S.M Samosir, Kajian Pidana atas Putusan Nomor
1033/Pid. B/2014/Pn.Bdg, Lantera Hukum, Vol.4 No.1 (April 2017) hal.31-46

%Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303
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Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian pada pasal 1 yang menyatakan
semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.'®

Hadirnya permainan judi online dari perkembangan teknologi yang negatif
dengan ditandainya semakin banyak situs-situs atau website yang dimana salah
satu ialah website “Wong QQ7. Permainan judi ini mulai terjadi pada tahun 2021,
pada awalnya perjudian online ini hanya menjadi permainan beberapa orang saja,
namun seiring berjalannya waktu menjadi besar, karena besarnya minat orang
terhadap perjudian ini sudah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Pemanfaatan Website perjudian tersebut membuat masyarakat tertarik
untuk mencoba keberuntungan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan
besar, namun tanpa disadari perjudian menyebabkan permasalahan sosial dan
ketergantungan untuk ingin terus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan
tanggungjawab dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat, dikarenakan
bagi pelaku yang kalah berjudi akan menimbulkan penasaran ingin mencoba lagi
hingga mengakibatkan hutang dan kemiskinan yang memicu meningkatnya angka
kriminalitas, misalnya melakukan pencurian dan kasus kriminal lainnya yang
tujuan dari hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk bermain judi, maka
secara langsung maupun tidak langsung perjudian akan menimbulkan dampak
yang membahayakan dan meresahkan di tengah-tengah masyarakat. '

Bahwa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut yang dimana
semakin banyak masyarakat sebagai pelaku dalam perjudian online atau online
gambling dari pemanfaatan Website Wong QQ, yang dimana perjudian ini tidak

lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah terang-terangan yang

"¥Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat 1
“Enik Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di
Indonesia”, Jurnal Independent, Vol.5 No. 1
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dilakukan oleh pelaku dalam memainkannya, sangat beralasan perjudian ini harus
segera dicari cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena
sudah jelas perjudian merupakan permasalahan sosial yang dapat mengganggu
fungsi sosial dari masya:akai.m

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri yang dapat
ditemukan dimasyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat
dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Perjudian secara umum
dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana perjudian atau turut serta
berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pasal 542 KUHP namun
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 7
tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah diubah menjadi pidana yang diatur
dalam pasal 303 bis KUHP.*!

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku perjudian atau permainan judi
sesuai dengan fungsi hukum sebagai pengendali sosial, yang dimaksud dari
hukum sebagai pengendali sosial yaitu: untuk menganjurkan, mengajak,
menyuruh atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma hukum dan
tata tertib hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban di masyarakat dan
hukum dapat memberikan sanksi terhadap si pelanggar.?

Perjudian online yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
dengan No. :1564/Pid.B/2021/PN.Mdn, cukup menarik untuk dianalisa yang

dimana pelaku dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga)

bulanlamanya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2UB. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sesial, (Bandung:Tarsito, 2010)
Hal.352-353

2thttp://scholar.unand.ac.id/44664/, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 03:00 wib.

Rahman Syamsuddin & Ismail, Merajut Hukum Indonesia, Mitra Wacana Media,
Jakarta, 2014. hal. 28
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(KUHP) Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan yang berkaitan dengan perkara ini,dengan
kata lain terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian™.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu untuk membahas dan melakukan
penelitian mengenai pengaturan yang diberlakukan didalam tindak pidana
perjudian. Untuk itu muncul keinginan untuk menulis penulisan hukum yang
berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERJUDIAN ONLINE WONG QQ" (Analisis Putusan Nomor: 1564/

Pid.B/2021/PN.Mdn).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak
pidana judi online Wong QQ berdasarkan putusan nomor:
1564/pid.B/2021/PN.Mdn.?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada
pelaku tindak pidana judi online Wong QQ dalam putusan nomor:

1564/p1d.B/2021/PN.Mdn.?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak
pidana judi online Wong QQ berdasarkan putusan nomor:

1564/pid.B/2021/PN.Mdn.
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
kepada pelaku judi online Dberdasarkan putusan nomor

1564/pid.B/2021/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu
manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak
terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut
untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan
memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum
kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana judi online ;

2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur
yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan
ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang
dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menerapkan
ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah di fakultas
hukum Universitas Medan Area (UMA);

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan
menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa judi online

merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku
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dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat menjadi acuan kepada

oknum penegak hukum yang menangani kasus perjudian online .

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap

benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan

penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

1.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online berdasarkan
putusan 1564/pid.B/2021/PN.mdn.telah dihukum dengan sanksi pidana
atas perbuatan yang dilakukan pelaku sesuai dengan peraturan yang
dilanggar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku judi
online berdasarkan putusan  1564/pid.B/2021/PN.mdn.  sudah
dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan dan fakta-
fakta yang ada didalam persidangan, kemudian menghukum pelaku

berdasarkan keadilan.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan
cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana
dengan tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah
melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah
melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu maka dia harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dapat dipidana.”

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggung-jawab dapat diartikan
sebagai suatu keadaan sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu
upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu
bertanggung-jawab, jika jiwanya sehat, yakni

a. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum.
b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggung-jawab adalah suatu

keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga)

kemampuan:

PAyu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali
Haji,2020) hal. 14
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1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;

2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan
masyarakat tidak diperbolehkan;

3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya
itu.**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan
“toerekenbaarheid”, “‘criminal responsibility” atau “criminal liability”. yang
menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan
pidana yang terjadi atau tidak. Criminal Responsibility dimaksudkan untuk dapat
menentukan apakah seorang tersangka akan dipidana atau akan dibebaskan dari
tuntutan akibat tindak/perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

a) Jika dia dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya
bersifat melawan hukum dan dia mampu bertanggung-jawab atau
mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakannya.

b) Jika ia dibebaskan, maka berarti pelaku tidak dapat dibuktikan
kesalahannya atau dengan kata lain ia tidak mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

¢) Agar dapat dituntut/dimintai pertanggungjawabannya, pelaku/petindak
haruslah orang/manusia, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku
dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh
kemampuan bertanggung-jawab dari pelaku/petindak. Pelaku/petindak

haruslah:

*Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta:Deepublish,2018) hal. 77
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1) Menginsyafi hakikat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan.

2) Dapat mengetahui (atau setidaknya dapat menduga) keburukan dari
tindakan/perbuatannya.

3) dapat menentukan apakah ia akan melaksanakan/melakukan atau tidak
perbuatan/ tindakannya itu. Jika dia menentukan untuk melaksanakan
tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja™ atau “alpa™

tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Untuk sampai pada pemidanaan terhadap Criminal Responsibility dari
pelaku maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan/tindakannya itu adalah
bersifat melawan hukum (tidak terdapat “alasan pembenar”) dan ia dapat
mengetahui keburukan/bahaya dari tindakannya itu. Dapat dipidananya seseorang
yang melakukan suatu perbuatan/tindakan pidana, maka syaratnya:

1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si
pembuat.

2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang
berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap kurang hati-
hati atau lalai.

3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan
pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam
Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana™ Kalau tidak
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dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal
dikarenakan dia masih muda,maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan.Apabila
hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus
memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1) Syarat Psychiartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna
akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang
mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan
ini harus terus menerus.

2) Syarat Psychologis adalah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku
melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang
timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi
sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemudian syarat dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan
pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si
pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar
pembenar” (permisibility) dan “dasar pemaaf” (ilegal execuse). Dengan adanya
salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu
perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh,
pembuatanya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang
ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap

melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.”

2*Takdir, Mengenal Hukum Pidana, (Palopo:Laskar Perubahan, 2013) hal.53-58
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Adapun beberapa pasal yang mengatur terkait alasan pemaaf dan
pembenar antara lain sebagai berikut:
a) Alasan Pemaaf

1) Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya
cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak
dipidana.”

2) Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan
perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

3) Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa
melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.™

4) Pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Perintah jabatan
tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang
diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan
wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan
pekerjaannya.”

b) Alasan Pembenar

1) Pasal 49 ayat | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Tidak dipidana,
barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri
maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendir1
maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang
sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

2) Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa melakukan

perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.™
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3) Pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa
melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dip idana ™6
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Dalam kamus Bahasa Belanda, kata dader diartikan “pembuat™ Kata
dader berasal dari kata daad yang artinya “membuat”. Akan tetapi, dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku’
yang artinya antara lain:

1) Orang yang melakukan suatu perbuatan;
2) Pemeran atau pemain;
3) Yang melakukan suatu perbuatan.

Dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan doer, “pelaku” (dader/doer)
adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh
undang-undang,baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku”
dapat diketahui dari jenis delik, yakni:

a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi
perumusan delik dalam undang-undang;

b) Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat
yang dilarang dalam perumusan delik;

¢) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah

barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana

**Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, Buku Ajar Hukum Pidana, (Jawa Timur: UMSIDA
Press, Sidoarjo,2020) hal.51- 59
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yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah

pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam pembentukan
Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan: “Yang harus dipandang sebagai
dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk
melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan
mereka yang turut melakukan.™?’

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah seorang yang melakukan
suatu perbuatan,dalam hal ini suatu perbuatan pidana. Istilah pelaku selalu
dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi menurut ilmu hukum
pidana yang dimaksud dengan pelaku adalah barang siapa yang telah
mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu
tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

Berdasarkan tataran praktis, terdapat kesulitan untuk menentukan siapakah
yang dimaksud dengan “pelaku”, manakala terjadi suatu tindak pidana (delik)
yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku. Hal mana jika pelakunya hanya
satu orang saja, tiada persoalan mengenai hubungan unsur subjeknya dengan
unsur lainnya. Tetapi jika pelakunya lebih dari satu orang, maka terdapat
perbedaan paham antara para sarjana mengenai apakah setiap peserta harus
memenuhi setiap unsur tindak pidana tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa
penyerta pada umumnya dibagi dalam dua golongan saja yang diukur dari
pemidanaannya yaitu golongan yang disamakan dengan pelaku dan golongan

pembantu.

?’Rahman Syamsuddin & Ismail.Op. Cir,hal.212
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Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian
dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak
pidana,mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya:merencanakan), dekat
sebelum terjadinya (misalnya:menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan
memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya:turut
serta,bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau
setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak
pidana pelaku).

Selanjutnya,jika subjek itu hanya satu orang saja, maka tidak ada
persoalan mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan, jika semua unsur-
unsurnya telah terpenuhi. Tetapi bilamana subjek itu terdiri dari dua orang atau
lebih,maka timbullah persoalan mengenai: apakah setiap subjek itu harus
memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, bagaimana hubungan
antara subjek-subjek tersebut dan terutama bagaimanakah pertanggungjawaban
pidana setiap subjek.

Perbedaan hubungan antara para pelaku peserta tersebut adalah sangat
penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para
pelaku-peserta dibedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan-
hubungan itu. Demikianlah misalnya pertanggungjawaban pidana dari dua orang
atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana adalah sama, tetapi

antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama.”®

*Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa,
(Yogyakarta:Deepublish, 2020) hal.75
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2. Penggolongan Pelaku
Penggolongan/pembagian pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55
KUHP, yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

1) Mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan itu;

2) Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan
atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi
kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk
melakukan suatu perbuatan.

a. Terhadap Penganjur,hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam konteks penyertaan ini dibagi

sebagai berikut:

a. Pembuat atau dader dalam pasal 55 KUHP:

1. Orang yang melakukan/plegen.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan/doenpleger.

3. Orang yang turut serta melakukan/medepleger (Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP).

4. Orang yang menganjurkan untuk melakukan/uitlokker.”
Adapun penjelasan dari pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Mereka yang Melakukan Sendiri Suatu Perbuatan Pidana (Plegen).
Menurut Simons, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu

adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu dia yang dengan suatu

*Muhammad Igbal, Suhendra & Ali Imron, Hukum Pidana,(Tangerang Selatan: Unpam
Press, 2019) hal. 111
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opzet atau suatu schuld seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah
menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah
melakukan perbuatan yang dilarang atau telah mengalpakan suatu seperti yang
diharuskan oleh undang-undang, atau yang singkatnya dia yang memenuhi segala
unsur-unsur,baik unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana yang
ditentukan bagi suvatu perbuatan yang dapat dihukum, dengan tidak
memperdulikan apakah putusan untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum
tersebut timbul dari dirinya sendiri ataupun karena dia telah digerakkan untuk
melakukan perbuatan itu oleh orang ketiga. Selanjutnya dikatakan, barangsiapa
melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya bantuan dari orang
lain di dalam pelaksanaannya, maka dapatlah dia dipandang sebagai “alleen
dader” atau sebagai satu-satunya pelaku. Dengan demikian, Simons berpendapat
bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan
pidana”ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya
tidak ada temannya atau tanpa bantuan orang lain (alleen daderschap).

2) Mereka yang Menyuruh Orang Lain untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Pidana (Doen Plegen).

Bentuk Deelneming ini disebut juga “Middlelijk Daderschap”, maksudnya
adalah seseorang mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan
pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya
sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya.

3) Mereka yang Bersama-Sama Melakukan Suatu Perbuatan Pidana

(MedePlegen).
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Menurut Noyon medeplegen atau turut serta melakukan itu sebagai suatu
bentuk medewerking atau suatu bentuk kerja sama untuk melakukan suatu
perbuatan yang dapat dihukum dengan seorang pelaku, dan dengan cara
memperbedakan sifat dari perbuatan itu dengan medeplichtigheid, orang akan
menjumpai suatu bentuk dellneming atau keturutsertaan yang berdiri sendiri, yang
terdapat di antara daderschap yang sebenarnya dengan medeplichtigheid. Menurut
pendapatnya yang didasarkan pada pandangannya itu, maka seorang yang bukan
merupakan pegawai negeri itu dapat juga turut serta melakukan suatu kejahatan
jabatan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri.
syarat untuk “medepleger” ada 2 yaitu:

1) Harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah. Artinya para peserta
itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan
pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga
badan sendiri. Misalnya: A dan B bersama-sama melakukan pencurian. A
yang mengambil radionya dan B mengambil tape-nya. Di sini, di samping
harus sama-sama melakukan perbuatan yang dilarang secara fisik, para
peserta satu sama lain diharuskan ada kerja sama.

2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk
melakukan suatu delik. Artinya antara beberapa peserta yang bersama-
sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran
bahwa mereka bekerja sama. Kapan kesadaran itu timbul? Pada umumnya
kesadaran timbul, apabila beberapa peserta itu, sebelum mereka
melakukan suatu delik, terlebih dahulu melakukan perundingan/sepakat

untuk melakukan suatu delik. Tetapi ini bukan syarat mutlak, artinya para
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peserta itu sebelumnya tidak harus melakukan musyawarah/mufakat

terlebih dahulu,tetapi cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan

suatu delik, bahwa mereka melakukan perbuatan yang terlarang.
4) Penganjuran/Penggerakan (Uitlokking ).

Dalam bentuk penyertaan penggerakan (uitlokking), inisiatif berada pada
penggerak. Dengan perkataan lain suatu tindak pidana tidak akan terjadi (dalam
bentuk ini) bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus
dianggap sebagai pelaku dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara
fisik melakukan (auctores physici) tindak pidana yang digerakkan. Tidak menjadi
persoalan apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai
kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana. Pokoknya tindak
pidana yang digerakkan sudah terwujud.

Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan dilakukan oleh
pelaku yang digerakkan. Tujuan penggerakan itu adalah terwujudnya suatu tindak
pidana tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan itu
adalah tindak pidana lain,maka penggerak bukan merupakan pelaku sebagaimana
dimaksudkan oleh pasal ini. Dengan perkataan lain harus ada hubungan kausal
antara kesengajaan/tujuan penggerak dengan tindak pidana yang terjadi.

Pengaturan tentang pelaku (Pleger) dalam pasal 55 KUHP tentunya yang
dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu
delik atau tindak pidana tanpa adanya keterlibatan orang lain sebagai peserta
didalamnnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam pasal 55

KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik karena adanya kemungkinan disuruh

Lukman Hakim, Op.Cit,hal. 79-88
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atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik atau tindak pidana

dengan mudah atas bantuan sarana orang lain.
C. Tinjanan Umum tentangPerjudianOnline

1. Pengertian Perjudian Online

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan™. Berjudi
adalah mempertaruhkan sejumlah vang atau harta dalam permainan berdasarkan
kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar
daripada jumlah uang atau harta yang semula.™!

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yang
mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai menyadari adanya
resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan,
dan peristiwa yang tidak atau belum pasti. Lebih lanjut, menurut pendapat Adami
Chazawi sebenarnya ada dua pengertian perjudian, antara lain sebagai berikut:

1. Permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada
peruntungan belaka. Perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat
untung atau rugi hanya bergantung pada keberuntungan atau secara
kebetulan. Misalnya, permainan judi dalam menggunakan alat dadu.

2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit
atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterlatihan si pembuat.
Misalnya, melempar bola, permainan dengan memanah, bermain kartu

atau domino.

1'Kamus Besar Bahasa Indonesia
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Dua pengertian perjudian diatas tersebut, diperluas juga pada dua macam
pertaruhan, antara lain sebagai berikut:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang
tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya,
dua orang bertaruh tentang pertandingan sepak bola antara dua
kesebelasan, yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai
pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.

2. Segala bentuk pertaruhan yang tidak ditentukan maka segala bentuk
pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun
termasuk perjudian. Beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah
yang ditayangkan di televisi termasuk perjudian menurut pasal ini. Akan
tetapi, permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang,
apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat

terkait.*?

Tindak pidana perjudian kini mulai beralih dari perjudian secara
konvensional ke arah perjudian yang dilakukan secara daring atau online,
Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan
menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet
dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian
online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan
masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang
menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat,

dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian online merupakan

*2Adon Nasrullah Jamaludin,Op. Cir, hal. 164
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perbuatan yang ilegal yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor
19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-
Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan yang memakai
sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal
komputer atau biasa disebut dengan (cyber crime).Cyber crime adalah kejahatan
yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal
utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal
komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan
pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi
internet wireless fidelity (wifi) dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya.
Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu
ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi
nantinya akan menjadi saldo tunai di dalam situs perjudian online. Kemudian
pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan &
secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa
memainkan judi online yang diinginkan.*

Berdasarkan penjelasan diatas maka menurut penulis perjudian online
atau online gambling merupakan suatu permainan yang menggunakan uang
sebagai taruhan dengan maksud untuk memperoleh untung yang dengan sengaja
dan tanpa hak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

(telematika).

https://repository.ummat.ac.id/3491/, diakses pada tanggal 26 April 2022 pukul 03:15
wib
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Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur
yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur
tersebut adalah:

a. Permamnan/perlomban
Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau
perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang
atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi
pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus
terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau
orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau
perlombaan.

b. Untung-Untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak

digantungkan pada unsur spekulatif’kebetulan atau untung-untungan, atau

faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran
pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.
¢. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada

taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam

bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan
taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang

diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur
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yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat

disebut perjudian atau bukan.**

2. Macam-Macam Perjudian

Adapun macam-macam perjudian diantaranya sebagai berikut:

1. Roulet, yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah
satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka). Jika tebakannya
benar, hadiahnya 36 kali uang taruhannya.

2. Bloch Jack atau selikutan, yaitu seorang bandar melayani beberapa
penjudi. Jika kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya, maka
semua penjudi kehilangan taruhannya. Sebaliknya, jika bandar
mendapatkan kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan
judi itu. Pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang
pemain.

3. Lotre buntut nalo, yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nalo,
pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika
pasangannya mengenai, maka ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.

4. Tekpo, yaitu permainan dengan kartu domino, yaitu yang mendapatkan
sejumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan
menggunakan taruhan kecil. Umumnya tekpo dilakukan pada perayaan
perkawinan, khitanan, dan untuk mengisi waktu.

5. Dadu atau glodog, yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu.

Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu.

*Geraldy Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian, lex crime.Vol.V,
No.3 Maret 2016, hal.32-33
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Apabila tebakan sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas
dadu dinyatakan menang.

6. Dokding, yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar
gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar
binatang dari kertas yang digelar di atas tanah. Dadunya kemudian

dilempar ke atas .

33 Adon Nasrullah Jamaludin, Op. Cit, hal. 167
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A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

BAB II1

METODE PENELITIAN

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini mulai dari pengajuan

judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan Januari 2022 sampai

dengan bulan Juli 2022.

Adapun tabel waktu penelitian adalah sebagai berikut:

Kegiatan

Januari
2022

Mei
2022

Juli
2022

Pengajuan
Judul

Seminar
Proposal

Perbaikan
Proposal

Penelitian

Penulisan
Skripsi

Bimbingan
Skripsi

Seminar
Hasil

Pengajuan
Berkas Meja
Hijau

Meja Hijau
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2. Tempat Penelitian
Penelitian ini mengambil putusan di Pengadilan Negeri Medan yang ruang
lingkupnya daerah Sumatera Utara dengan putusan 1564/Pid.B/2021/PN.Mdn.
kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah

yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.
B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian
yuridis Normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang meneliti studi
dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan. Nama lain dari dari
penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut
sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebut sebagai penelitian
kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan
terhadap data yang bersifat skunder yang ada diperpustakaan.’®

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
sebagai berikut:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen
resmi Negara.

b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku hukum,

jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan

3Muhaimin, Metode Penelitian Hukum,(Mataram: Mataram University Press, 2020)
hal 48
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para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum,
ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk
memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena
hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian
perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya tidak terlibat dengan
peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks
bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku
ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa,
ensiklopedia umum. Bahan hukum Tersier menjadi penting karena

mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.*’

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode penelitian preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi
atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan
preskripsi atau memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seyogyanya
atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang
diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan
sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian

hukum normatif.>®

' Ibid hal.59-60
*Ibid hal. 70-71
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3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data
guna melengkapi kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini, dimana penulis
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang
dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang—undang, buku-buku,
penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam
penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian
langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Pengadilan Negeri
Medan terkait putusan nomor 1564/pid.B/2021/PN.Mdn. Wawancara
adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan
dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan.*

4. Analisis Data
Analisis data pada hakikatnya dalam penelitian hukum artinya untuk
mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu,
sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif
dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang
mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan dan
penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan,

buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana

¥Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,
2001) hal. 81
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terhadap pelaku perjudian online Wong QQ putusan nomor 1564 /Pid. B/PN Mdn,
kemudian di analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya,

sehingga ditarik kesimpulannya.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online
Wong QQ berdasarkan putusan nomor: 1564/P1d.B/2021/PN.Mdn, bahwa
karena tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dari diri pelaku
sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pertanggungjawaban pidana
dapat dibebankan kepada pelaku yang telah terbukti melanggar pasal 303
ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak
pidana  perjudian online Wong QQ  berdasarkan  putusan
nomor:1564/Pid.B/2021/PN.Mdn, bahwa dengan memperhatikan fakta-
fakta dipersidangan dan seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Jaksa
Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan pelaku,
kemudian dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa
perbuatan pelaku telah meresahkan masyarakat setempat dan hal-hal yang
meringankan bahwa pelaku bersikap sopan selama dipersidangan, pelaku
belum pernah dihukum dan pelaku menyesali perbuatannya sehingga
majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku selama
satu (1) tahun tiga (3) bulan, lamanya pidana yang dijatuhkan telah
dipertimbangkan berdasarkan azas kepastian hukum dan keadilan serta

kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil.
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B. Saran

1. Diharapkan untuk pertanggungjawaban pidana yaitu untuk pemberian
sanksi terhadap pelaku perjudian harus lebih diperberat lagi, karena
dampak dar1 perjudian sangat luas dan dianggap sebagai penyebab
terjadinya tindak pidana. Penerapan sanksi yang berat tujuannya bukan
untuk pembalasan maupun penindasan terhadap pelaku, melainkan untuk
memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang
samaserta memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan
tindak pidana perjudian, karena melihat sanksi pidana yang dijatuhkan
kepada pelaku perjudian sangatlah berat maka hal itu dapat mengurangi
pelaku tindak pidana perjudian yang sudah marak di Indonesia.

2. Diharapkan untuk pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku
perjudian alangkah lebihbaik majelis hakim mempertimbangkan dan
memperhatikan peraturan yang terkait dengan tindak pidana perjudian
terkhususnya tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan
menggunakan jaringan internet (online ), karena perjudian tidak hanya
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga diatur
dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE). Apabila merujuk kepasal 63 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan
masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan
pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan (lex

spectalis derogat lex generalis).
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